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ABSTRACT 

 
 

This study aims to compare the application of PSAK 101 in 2023 with the 
transition to PSAK 401 in 2024 in the financial reporting of amil zakat 
institutions. The method used is a comparative analysis with a descriptive 
qualitative approach through document analysis of financial statements from three 
amil entities publicly accessible online. These three entities were selected through 
purposive sampling to represent different levels of compliance: entities that have 
fully implemented, partially implemented, and have not implemented PSAK 401 
at all.  The findings indicate that the implementation of PSAK 401 has not been 
uniform across entities. BAZNAS Kabupaten Merangin demonstrates full 
adoption of PSAK 401 in 2024, as evidenced by the alignment of financial 
statement components and appropriate disclosures in the Notes to Financial 
Statements. BAZNAS Kota Yogyakarta exhibits partial adoption, retaining the 
statement of managed assets and continuing to reference PSAK 101 in its 
disclosures. Meanwhile, BAZNAS Kabupaten Tegal shows no substantive 
application of PSAK 401 despite citing it in the notes. These findings contribute to 
providing preliminary evidence of a gap between statements of standard 
compliance in the CaLK and the practice of presenting financial statements during 
the transition period from PSAK 101 to PSAK 401. 
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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan membandingkan penerapan PSAK 101 pada tahun 
2023 dan transisi ke PSAK 401 pada tahun 2024 dalam penyajian laporan 
keuangan entitas amil zakat. Metode yang digunakan adalah analisis 
komparatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui telaah 
dokumen laporan keuangan tiga entitas amil yang dipublikasikan secara 
online. Ketiga entitas ini dipilih melalui purposive sampling untuk mewakili 
tingkat kepatuhan yang berbeda, yaitu entitas yang sudah menerapkan 
penuh, menerapkan sebagian, dan yang belum menerapkan sama sekali. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PSAK 401 belum 
seragam. BAZNAS Kabupaten Merangin merupakan entitas yang telah 
menerapkan PSAK 401 secara penuh pada tahun 2024. BAZNAS Kota 
Yogyakarta menunjukkan penerapan parsial, karena masih 
mempertahankan laporan perubahan aset kelolaan dan tetap menyatakan 
penggunaan PSAK 101 dalam CaLK. Sementara itu, BAZNAS Kabupaten 
Tegal belum menerapkan PSAK 401 secara substantif meskipun 
menyebutkannya dalam CaLK. Temuan ini berkontribusi memberikan 
bukti awal mengenai adanya kesenjangan antara pernyataan kepatuhan 
standar dalam CaLK dan praktik penyajian laporan keuangan selama masa 
transisi dari PSAK 101 ke PSAK 401. 

 
Kata kunci: PSAK 101; PSAK 401; Laporan Keuangan Syariah; Entitas Amil 

Zakat; BAZNAS 
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PENDAHULUAN 

Lembaga amil zakat sebagai entitas pengelola dana sosial umat memiliki peran 
penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengumpulan dan 
pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah. Sebagai lembaga yang berorientasi 
pada kepercayaan publik dan akuntabilitas sosial, penyajian laporan keuangan yang 
transparan yang sesuai standar akuntansi merupakan keharusan. Laporan keuangan 
tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi sarana 
bagi pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana 
yang dipercayakan (Imamah, 2020). Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi 
yang tepat dalam penyusunan laporan keuangan entitas amil menjadi aspek krusial 
dalam menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola lembaga.  

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, standar akuntansi syariah berperan 
sebagai pedoman utama bagi entitas amil dalam memastikan penyajian laporan 
keuangan yang sesuai prinsip syariah (Ningayutasari et al., 2023).  Salah satu standar 
utama yang menjadi acuan adalah PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan 
Syariah, yang memberikan pedoman umum bagi entitas syariah, termasuk lembaga 
amil zakat, dalam menyusun laporan keuangan. PSAK 101 menetapkan bahwa 
komponen laporan keuangan entitas amil terdiri atas laporan posisi keuangan, 
laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan 
catatan atas laporan keuangan  (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).  

Namun, seiring dengan perkembangan praktik akuntansi syariah, Dewan 
Standar Akuntansi Syariah IAI melakukan pembaruan melalui penerbitan PSAK 401 
tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Standar ini tidak hanya memperbarui 
penomoran PSAK 101, tetapi juga terdapat beberapa perubahan signifikan dalam 
PSAK 401 adalah penyesuaian komponen laporan keuangan entitas amil, yang kini 
terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan 
atas laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Dengan demikian, laporan 
perubahan dana yang sebelumnya menjadi komponen tersendiri dalam PSAK 101 
kini digantikan oleh laporan aktivitas dalam PSAK 401, sedangkan informasi 
mengenai aset kelolaan yang dahulu disajikan melalui laporan perubahan aset 
kelolaan dialihkan menjadi bagian dari pengungkapan dalam catatan atas laporan 
keuangan. 

Perubahan ini mencerminkan upaya DSAS IAI untuk menyederhanakan dan 
menyesuaikan penyajian laporan keuangan entitas amil tanpa mengurangi relevansi 
informasi bagi pengguna laporan keuangan. Meskipun demikian, perubahan tersebut 
menimbulkan berbagai pandangan di kalangan praktisi dan akademisi. Sebagian 
pihak menilai penghapusan laporan perubahan aset kelolaan dapat mengurangi 
transparansi dalam pengungkapan penggunaan dana zakat dan infak yang 
disalurkan dalam bentuk aset kelolaan. Sementara itu, pihak lain berpendapat bahwa 
pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan sudah memadai dan lebih 
efisien, mengingat tidak semua entitas amil memiliki aset kelolaan yang signifikan 
(Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). 

Berbagai penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada penerapan PSAK 
101 dan PSAK 109 pada lembaga amil zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
hingga tahun 2023 masih terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan kedua standar 
tersebut, baik dari aspek penyajian, pengungkapan, maupun kelengkapan komponen 
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laporan keuangan. Mutiara et al., (2024) menemukan bahwa BAZNAS Kabupaten 
Sukabumi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PSAK 101, sedangkan Latifah & 
Mahrus (2021) serta Munawir et al., (2023) menunjukkan bahwa beberapa BAZNAS 
daerah juga belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Meskipun terdapat beberapa 
lembaga yang telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik, seperti BAZNAS DKI 
Jakarta dan BAZNAS Kota Kediri (Ali Ridho & Muhammad Rofiq, 2025; Haji et al., 
2023). Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi standar 
akuntansi syariah pada entitas amil zakat masih belum seragam. Dengan demikian, 
ketika PSAK 101 dan PSAK 109 yang telah lama berlaku saja masih menghadapi 
berbagai kendala implementasi hingga tahun 2023, maka penerapan PSAK 401 dan 
PSAK 409 sebagai standar yang lebih baru berpotensi menghadapi tantangan yang 
lebih besar. 

Selain itu, kajian empiris yang secara khusus mengevaluasi implementasi 
PSAK 401 pada laporan keuangan entitas amil tahun 2024 masih relatif terbatas. 
Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek pengakuan, pengukuran, 
dan pengungkapan dana zakat, infak, dan sedekah berdasarkan PSAK 109, sementara 
penelitian yang membahas perubahan penyajian laporan keuangan akibat transisi 
dari PSAK 101 ke PSAK 401 masih jarang ditemukan. Padahal, perubahan tersebut 
berimplikasi langsung terhadap struktur laporan keuangan, penggunaan terminologi 
pelaporan, serta konsistensi pengungkapan standar yang digunakan dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan (CaLK). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan 
penelitian yang perlu diisi melalui kajian empiris mengenai tingkat adopsi dan 
kesesuaian penerapan PSAK 401 pada entitas amil. 

Perbedaan mendasar antara PSAK 101 dan PSAK 401 tersebut menunjukkan 
adanya perubahan dalam penyajian laporan keuangan entitas amil. Oleh karena itu, 
perlu dilakukan analisis komparatif untuk menelaah secara mendalam perubahan 
yang terjadi antara kedua standar tersebut serta implikasinya terhadap kesesuaian 
penyajian laporan keuangan entitas amil dengan standar akuntansi syariah terbaru. 
Penelitian ini berfokus pada analisis yang secara spesifik membandingkan komponen 
penyajian laporan keuangan serta pernyataan adopsi standar dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK), sehingga memberikan pemahaman yang lebih terarah 
mengenai bagaimana transisi dari PSAK 101 ke PSAK 401 memengaruhi praktik 
penyajian pelaporan entitas amil, suatu aspek yang masih relatif terbatas dieksplorasi 
dalam penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab beberapa 
pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana perbedaan komponen laporan keuangan 
entitas amil berdasarkan PSAK 101 dan PSAK 401; (2) bagaimana tingkat kesesuaian 
penyajian laporan keuangan BAZNAS terhadap PSAK 401 pada tahun 2024; dan (3) 
bagaimana konsistensi antara penyajian laporan keuangan dan pernyataan standar 
yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sejalan dengan 
rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan 
penyajian laporan keuangan entitas amil dalam transisi PSAK 101 ke PSAK 401 serta 
mengevaluasi konsistensi antara komponen laporan keuangan yang disajikan dan 
pengungkapan standar akuntansi yang dinyatakan dalam CaLK. 
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TINJAUAN LITERATUR 
Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat 

Akuntabilitas dan transparansi melalui laporan keuangan merupakan elemen 
penting dalam tata kelola lembaga amil zakat karena berperan dalam meningkatkan 
kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). 
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan, penerapan 
standar akuntansi syariah, dan pemanfaatan teknologi informasi berkontribusi 
terhadap peningkatan akuntabilitas lembaga amil zakat (A. D. Putri et al., 2026; 
Dwiaryani et al., 2026). Selain itu, transparansi dan akuntabilitas terbukti 
berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat dan efektivitas 
penghimpunan dana zakat (Syamsul & Hendri, 2025). 

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 dan 
PSAK 409 dapat memperkuat kualitas pelaporan keuangan dan tata kelola lembaga 
zakat. Meskipun demikian, beberapa studi masih menemukan keterbatasan dalam 
keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia 
yang menyebabkan tingkat akuntabilitas dan transparansi antar lembaga belum 
seragam (Susanti, 2026; Ronaldo et al., 2025). Temuan tersebut mengindikasikan 
bahwa penguatan implementasi standar akuntansi syariah dan sistem pelaporan yang 
lebih transparan masih menjadi kebutuhan penting bagi lembaga amil zakat. 

PSAK 101 dan Karakteristik Penyajian Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat 
PSAK 101 merupakan pedoman dasar penyajian laporan keuangan syariah 

yang digunakan oleh entitas amil hingga tahun 2023. Standar ini menetapkan 
komponen laporan keuangan bagi lembaga amil zakat, yaitu laporan posisi keuangan, 
laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan 
catatan atas laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Penyajian ini 
dirancang untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, serta pemisahan dana 
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Literatur terdahulu 
menunjukkan bahwa penerapan PSAK 101 umumnya lebih mapan pada lembaga 
amil berskala besar dibandingkan lembaga kecil atau daerah yang memiliki 
keterbatasan SDM dan infrastruktur pelaporan (Budiman & Firmansyah, 2021). 

Pembaruan PSAK 401 dan Perubahan Komponen Penyajian 
PSAK 401 disahkan pada tahun 2022 sebagai pembaruan dari PSAK 101 

dengan fokus pada penyederhanaan komponen laporan keuangan. Perubahan utama 
meliputi penggantian laporan perubahan dana dengan laporan aktivitas serta 
penghapusan laporan perubahan aset kelolaan sebagai bagian laporan keuangan 
tersendiri yang kemudian dialihkan ke pengungkapan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK). Perbedaan pandangan terhadap perubahan dalam penghapusan 
laporan perubahan aset kelolaan dapat mengurangi transparansi, sementara pihak 
lain memandang pengungkapan dalam CaLK sudah mencukupi dan lebih efisien 
(Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). 

Selain perubahan struktur laporan, PSAK 401 juga memperkenalkan 
perubahan terminologi dalam penyajian laporan keuangan. Jika pada PSAK 101 
laporan perubahan dana menggunakan istilah penerimaan dan penyaluran dana, 
maka PSAK 401 menggunakan laporan aktivitas dengan istilah penghasilan dan 
beban. Perubahan terminologi ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai 
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tingkat kesesuaian implementasi PSAK 401 pada entitas amil karena mencerminkan 
penyesuaian konsep pelaporan yang digunakan. Untuk memberikan dasar analisis 
komparatif yang lebih jelas, perbedaan utama antara PSAK 101 dan PSAK 401 dapat 
diringkas pada tabel 1 sebagai berikut. 

Tabel 1. Perbandingan PSAK 101 dan PSAK 401 

Aspek PSAK 101 PSAK 401 
Implikasi bagi 
Entitas Amil 

Komponen 
laporan 

Laporan posisi 
keuangan, laporan 
perubahan dana, 
laporan 
perubahan aset 
kelolaan, laporan 
arus kas, CaLK 

Laporan posisi 
keuangan, laporan 
aktivitas, laporan 
arus kas, CaLK 

Perlu perubahan 
struktur laporan 

Laporan 
perubahan dana 

Disajikan 
tersendiri 

Digantikan 
laporan aktivitas 

Perubahan format 
dan terminologi 

Aset kelolaan Disajikan dalam 
laporan 
perubahan aset 
kelolaan 

Diungkapkan 
dalam CaLK 

Perlu penguatan 
pengungkapan 

Terminologi  Penerimaan dan 
penyaluran 

Penghasilan dan 
beban 

Perlu penyesuaian 
akun 

Pengungkapan 
standar 

PSAK 101 dan 
PSAK 109 

PSAK 401 dan 
PSAK 409 

CaLK harus 
konsisten 

Sumber: Data diolah (2026) 
 
Penelitian Terdahulu 
1. Penelitian tentang PSAK 101 dan 109 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hingga tahun pelaporan 2023, 
penerapan PSAK 101 dan PSAK 109 pada lembaga amil zakat masih menghadapi 
berbagai ketidaksesuaian. Mutiara et al., (2024) menemukan bahwa BAZNAS 
Kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya mengikuti PSAK 101, ditunjukkan oleh 
ketidaksesuaian dalam format, penamaan akun, serta ketiadaan laporan perubahan 
aset kelolaan.  

Studi lain menunjukkan hasil serupa pada PSAK 109, seperti penelitian Putri 
& Awalina (2021) pada BAZNAS Kabupaten Nganjuk yang belum memenuhi 
ketentuan pengakuan, pengukuran, dan penyajian, serta penelitian Latifah & Mahrus 
(2021) di BAZNAS Kota Magelang dan Munawir et al., (2023) di BAZNAS Kota Bogor 
yang menemukan pencatatan tradisional dan pengungkapan yang belum sesuai 
standar. Meskipun beberapa entitas, seperti BAZNAS DKI Jakarta (Ali Ridho & 
Muhammad Rofiq, 2025) dan BAZNAS Kota Kediri (Haji et al., 2023), telah 
menerapkan PSAK 109 dengan baik. Perbedaan kepatuhan di berbagai daerah 
menunjukkan bahwa standar yang berlaku pada masa itu pun belum diadopsi secara 
seragam. 
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2. Penelitian tentang PSAK 401 dan 409 
Penelitian mengenai penerapan PSAK 401 pada lembaga amil zakat masih 

terbatas. Namun, penelitian mengenai PSAK 409 telah mulai berkembang. Sutrisna & 
Yulianti (2025) menemukan bahwa penerapan PSAK 409 di BAZNAS Kabupaten 
Majalengka mampu meningkatkan transparansi laporan keuangan, efisiensi 
operasional, dan kepercayaan publik. BAZNAS Kota Gorontalo telah menerapkan 
PSAK 409 dengan baik melalui pemisahan dana yang jelas, pelaporan yang 
transparan, dan audit independen (Manora & Nijwa, 2025). Temuan-temuan tersebut 
menunjukkan bahwa standar baru berpotensi meningkatkan kualitas pelaporan 
keuangan dan akuntabilitas lembaga amil zakat. 
3. Penelitian tentang Kesiapan Implementasi Standar Baru 

Penelitian menunjukan tidak semua entitas siap mengadopsi perubahan 
standar dengan cepat karena keterbatasan pemahaman teknis dan belum tersedianya 
pedoman implementasi yang rinci (Baihaqi & Ulfa, 2022). Dengan masih 
ditemukannya ketidaksesuaian penerapan PSAK 101 dan PSAK 109 hingga tahun 
2023, transisi menuju PSAK 401 dan PSAK 409 menuntut kesiapan yang lebih besar 
dari lembaga amil zakat, baik dari aspek sumber daya manusia, sistem informasi, 
maupun tata kelola pelaporan. Suriyati et al., (2025) menemukan bahwa implementasi 
PSAK 409 masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi 
SDM, belum meratanya sistem informasi akuntansi yang memadai, kesulitan dalam 
klasifikasi dana zakat, infak, dan sedekah, serta kurangnya pelatihan berkelanjutan. 
Selain itu, faktor regulasi, ukuran organisasi, dan kesiapan teknologi turut 
memengaruhi keberhasilan penerapan standar baru. Temuan-temuan tersebut 
menunjukkan bahwa implementasi PSAK 401 dan PSAK 409 tidak hanya bergantung 
pada keberadaan standar, tetapi juga pada kesiapan internal lembaga dalam 
mengadopsinya (Khairani et al., 2026). 

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian 
mengenai PSAK 101 dan PSAK 109 lebih banyak berfokus pada kesesuaian 
pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan, sedangkan penelitian 
terkait PSAK 409 masih dominan membahas manfaat dan tantangan implementasi. 
Sementara itu, penelitian empiris mengenai penerapan PSAK 401 pada entitas amil 
zakat masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan 
tersebut dengan menganalisis secara komparatif perubahan penyajian laporan 
keuangan entitas amil pada masa transisi dari PSAK 101 ke PSAK 401, khususnya 
terkait komponen laporan keuangan, penggunaan terminologi pelaporan, serta 
konsistensi antara standar yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK) dan praktik penyajiannya. 
 
METODE 

Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif dengan pendekatan 
kualitatif deskriptif untuk menganalisis perubahan penyajian laporan keuangan 
entitas amil zakat dalam transisi dari PSAK 101 ke PSAK 401. Data penelitian 
diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan keuangan BAZNAS yang 
dipublikasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh publik. 

Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) 
entitas merupakan BAZNAS daerah; (2) laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 
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tersedia secara publik; (3) laporan memuat komponen laporan keuangan dan Catatan 
atas Laporan Keuangan (CaLK); serta (4) laporan memungkinkan dilakukan 
identifikasi standar akuntansi yang digunakan. Penelusuran dokumen dilakukan 
melalui mesin pencari Google menggunakan kata kunci “Laporan Keuangan 
BAZNAS 2023–2024”. Dari hasil penelusuran tersebut, penelitian ini memilih tiga 
entitas secara acak untuk mewakili tiga kategori penerapan standar, yaitu: (1) entitas 
yang telah sepenuhnya menerapkan PSAK 401, (2) entitas yang baru menerapkan 
sebagian ketentuan PSAK 401, dan (3) entitas yang belum menerapkan PSAK 401 dan 
masih menggunakan PSAK 101. 

Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan penyajian laporan 
keuangan tahun 2023 yang mengacu pada PSAK 101 dengan laporan keuangan tahun 
2024 yang seharusnya telah menyesuaikan PSAK 401. Analisis difokuskan pada tiga 
aspek utama, yaitu: (1) perbedaan komponen laporan keuangan antara PSAK 101 dan 
PSAK 401; (2) tingkat kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap ketentuan 
PSAK 401; dan (3) konsistensi antara standar yang dinyatakan dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK) dengan bentuk penyajian laporan keuangan yang 
diterapkan. Penilaian kesesuaian dilakukan berdasarkan beberapa indikator yang 
terdapat pada tabel 2. 

Tabel 2. Indikator Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK 401 

Indikator Kriteria PSAK 401 Penilaian 

Komponen laporan 
keuangan 

Laporan posisi keuangan, 
laporan aktivitas, laporan 
arus kas, CaLK 

Sesuai atau tidak sesuai 

Laporan aktivitas Menggunakan istilah 
penghasilan dan beban 

Sesuai atau tidak sesuai 

Aset kelolaan Tidak menjadi laporan 
tersendiri, tetapi 
diungkapkan dalam 
CaLK 

Sesuai atau tidak sesuai 

CaLK Menyatakan penggunaan 
PSAK 401 dan PSAK 409 

Sesuai atau tidak sesuai 

Konsistensi penyajian dan 
pengungkapan 

Komponen laporan sesuai 
dengan standar yang 
diklaim 

Konsisten atau tidak 
konsisten 

Sumber: Data diolah (2026) 
 
Penerapan penuh diberikan apabila seluruh indikator PSAK 401 terpenuhi. 

Penerapan parsial diberikan apabila hanya sebagian indikator yang terpenuhi. 
Sementara itu, penerapan deklaratif (belum subtantif) diberikan apabila entitas 
menyatakan telah menggunakan PSAK 401 dalam CaLK, tetapi struktur laporan 
keuangan yang disajikan masih mengikuti ketentuan PSAK 101. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
HASIL 

Hasil analisis komparatif terhadap tiga entitas amil zakat menunjukkan bahwa 
tingkat penerapan PSAK 401 pada periode 2024 bervariasi, baik dari aspek komponen 
laporan keuangan maupun pernyataan kepatuhan manajemen atas PSAK dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penelitian menemukan hasil sebagai berikut: 

 
BAZNAS Kabupaten Merangin 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2023 BAZNAS Kabupaten 
Merangin menunjukkan percepatan dalam mengadopsi PSAK 401. Komponen 
laporan keuangan sudah menyerupai PSAK 401, walaupun CaLK masih menyatakan 
bahwa penyusunan laporan keuangan mengacu pada PSAK 101. Pada tahun 2024, 
Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Merangin merupakan yang paling sesuai 
dengan ketentuan PSAK 401. Laporan keuangan yang disajikan telah mengikuti 
komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK 401.  

Pada tabel 3 dinyatakan perbandingan laporan keuangan 2023 dan laporan 
keuangan tahun 2024, dikedua tahun tersebut diketahui BAZNAS Kabupaten 
Merangin menyajikan komponen laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Posisi 
Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan 
Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan pada tahun 2023 dinyatakan bahwa 
"laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan 
Syariah dan PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah".  Selain itu, pada tahun 
2024 pada CaLK secara eksplisit menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan 
telah mengacu pada PSAK 401 dan PSAK 409. Terdapat pada Catatan atas Laporan 
Keuangan pada tahun 2024 dinyatakan bahwa "laporan keuangan disusun 
berdasarkan PSAK 401 Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK 409 
Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah". Laporan aktivitas yang disusun juga telah 
menggunakan istilah penghasilan dan beban, sebagaimana dinyatakan oleh PSAK 
401. 
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Tabel 3. Perbandingan Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Merangin tahun 
2023 dan 2024 

2023 2024 

Laporan Posisi Keuangan 

  
Laporan Aktivitas 
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2023 2024 

 
 

Laporan Arus Kas 

  
 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

 

 
 

 
Sumber: https://kabmerangin.baznas.go.id/keuangan (2026) 

 
BAZNAS Kota Yogyakarta 

Terdapat pada tabel 4 dinyatakan laporan keuangan BAZNAS Yogyakarta 
tahun 2023 menyajikan laporan keuangan dengan komponen PSAK 101, yaitu neraca, 
laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan, dan 
CaLK. Pada tahun 2024, komponen laporan keuangan yang disajikan berubah 
menjadi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, laporan 

https://kabmerangin.baznas.go.id/keuangan
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perubahan aset kelolaan, dan CaLK, menunjukkan adanya perubahan parsial 
pengadopsian PSAK 401. 

BAZNAS Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa mulai mengadopsi sebagian 
ketentuan PSAK 401 pada tahun 2024, tetapi belum sepenuhnya sesuai. Pada tahun 
2024, BAZNAS Kota Yogyakarta telah mengganti laporan perubahan dana menjadi 
laporan aktivitas, sebagaimana terdapat dalam PSAK 401. Namun, entitas ini masih 
tetap menyajikan laporan perubahan aset kelolaan, yang seharusnya sudah tidak 
menjadi komponen tersendiri dalam PSAK 401 dan dipindahkan ke pengungkapan 
dalam CaLK. 

Laporan aktivitas pada tahun 2024 yang disajikan masih menggunakan akun 
“penerimaan dan penyaluran”, bukan “penghasilan dan beban”, sehingga 
menunjukkan bahwa transisi ke PSAK 401 belum sepenuhnya diterapkan. CaLK pada 
tahun 2023 maupun 2024 masih menyatakan bahwa laporan keuangan disusun 
berdasarkan PSAK 109 (merujuk pada PSAK 101 sebagai dasar penyajian laporan 
keuangan entitas amil), sehingga terdapat ketidaksesuaian antara komponen laporan 
yang disajikan dengan standar yang diklaim. 

 
Tabel 4. Perbandingan Laporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2023 

dan 2024 

2023 2024 

Laporan Posisi Keuangan 
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2023 2024 
Laporan Perubahan Dana Laporan Aktivitas 

 

 

 

 
Laporan Arus Kas 
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2023 2024 

  
 
 

Laporan Perubahan Aset Kelolaan Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

 
  

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

 

 

 
 

Sumber: https://kotayogya.baznas.go.id/keuangan (2026) 
 
BAZNAS Kabupaten Tegal 

Hasil penelitian pada tabel 5 menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tegal 
merupakan entitas yang secara formal menyatakan telah menggunakan PSAK 401 
dalam CaLK tahun 2024, namun secara substansial struktur penyajian laporan 
keuangannya masih mengikuti PSAK 101. Pada tahun 2024, entitas ini masih 
menyajikan komponen laporan yang sama seperti tahun 2023, yaitu laporan posisi 
keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan perubahan aset 
kelolaan, dan CaLK, sehingga belum mencerminkan penerapan PSAK 401. 

Temuan ini menunjukkan bahwa pernyataan kepatuhan terhadap PSAK 401 
belum diikuti dengan perubahan substantif pada komponen laporan keuangan. 

https://kotayogya.baznas.go.id/keuangan
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Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Tegal dapat dikategorikan sebagai entitas 
yang belum menerapkan PSAK 401 secara aktual, meskipun telah menyatakan 
penerapan PSAK 401 dalam CaLK. 

Pada Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2024 disebutkan bahwa laporan 
keuangan disusun berdasarkan PSAK 409 (merujuk pada PSAK 401 sebagai dasar 
penyajian laporan keuangan entitas amil). Akan tetapi, komponen laporan keuangan 
yang disajikan masih terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, 
Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan CaLK, yang merupakan 
karakteristik penyajian laporan keuangan pada PSAK 101. Temuan ini menunjukkan 
adanya ketidaksesuaian antara standar yang dinyatakan dan praktik penyajian 
laporan keuangan. 

 
Tabel 5. Perbandingan Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal tahun 2023 

dan 2024 

2023 2024 

Laporan Posisi Keuangan 
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2023 2024 
Laporan Perubahan Dana 
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2023 2024 
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2023 2024 
Laporan Arus Kas 
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2023 2024 

Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

 
 

 
 
 

 
 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

 
 
 

 

Sumber: https://kabtegal.baznas.go.id/keuangan (2026) 
  

Berikut merupakan ringkasan hasil analisis komparatif implementasi PSAK 
101 dan PSAK 401 pada tabel 6: 
 

https://kabtegal.baznas.go.id/keuangan
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Tabel 6. Ringkasan Hasil Analisis Komparatif Implementasi PSAK 101 dan PSAK 
401 

Entitas Tahun 2023 Tahun 2024 
Status 

Implementasi 
PSAK 401 

Konsistensi 
Penyajian 
Laporan 

Keuangan 
dengan CaLK 

BAZNAS 
Kabupaten 
Merangin 

Komponen 
laporan telah 
menyerupai 
PSAK 401, 
namun CaLK 
masih 
menyatakan 
penggunaan 
PSAK 101 

Menyajikan 
laporan posisi 
keuangan, 
laporan aktivitas, 
laporan arus kas, 
dan CaLK serta 
menyatakan 
penggunaan 
PSAK 401 dan 
PSAK 409 

Penuh Konsisten antara 
penyajian 
laporan 
keuangan dan 
pengungkapan 
dalam CaLK 

BAZNAS 
Kota 
Yogyakarta 

Menyajikan 
neraca, 
laporan 
perubahan 
dana, laporan 
perubahan 
aset kelolaan, 
laporan arus 
kas, dan CaLK 
sesuai PSAK 
101 

Menyajikan 
laporan aktivitas, 
namun masih 
mempertahankan 
laporan 
perubahan aset 
kelolaan dan 
CaLK masih 
menyebut PSAK 
101 

Parsial Sebagian 
ketentuan PSAK 
401 telah 
diterapkan, 
namun masih 
terdapat 
inkonsistensi 
dalam 
terminologi dan 
pengungkapan 
standar 

BAZNAS 
Kabupaten 
Tegal 

Menggunakan 
struktur 
laporan sesuai 
PSAK 101 

CaLK 
menyatakan 
penggunaan 
PSAK 401, 
namun laporan 
keuangan masih 
menggunakan 
laporan 
perubahan dana 
dan laporan 
perubahan aset 
kelolaan sesuai 
dengan PSAK 
101 

Deklaratif Klaim penerapan 
PSAK 401 belum 
diikuti 
perubahan 
substantif dalam 
penyajian 
laporan 
keuangan 

Sumber: Data diolah (2026) 
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PEMBAHASAN 
 Perbandingan laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya 
perubahan komponen penyajian laporan keuangan entitas amil sebagai konsekuensi 
penerapan PSAK 401. Pada PSAK 101, komponen laporan keuangan terdiri atas 
laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, 
laporan arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sementara itu, PSAK 401 
menyederhanakan penyajian dengan menggantikan laporan perubahan dana menjadi 
laporan aktivitas, menghilangkan laporan perubahan aset kelolaan sebagai laporan 
tersendiri yang kemudian dialihkan ke pengungkapan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK), serta mengubah istilah “penerimaan dan penyaluran” menjadi 
“penghasilan dan beban” pada laporan aktivitas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian penyajian laporan 
keuangan BAZNAS terhadap PSAK 401 pada tahun 2024 masih berbeda. BAZNAS 
Kabupaten Merangin telah menunjukkan kesesuaian yang baik karena menyajikan 
komponen laporan keuangan sesuai PSAK 401, menggunakan laporan aktivitas, tidak 
lagi menyajikan laporan perubahan aset kelolaan sebagai laporan tersendiri, serta 
telah menggunakan istilah “penghasilan dan beban” di laporan aktivitas. Sebaliknya, 
BAZNAS Kota Yogyakarta masih menunjukkan kesesuaian parsial karena meskipun 
telah menggunakan laporan aktivitas, entitas tersebut masih mempertahankan 
laporan perubahan aset kelolaan dan istilah “penerimaan serta penyaluran” di 
laporan aktivitas. Adapun BAZNAS Kabupaten Tegal menunjukkan tingkat 
kesesuaian yang lebih rendah karena struktur laporan keuangan yang disajikan masih 
mengikuti penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101. 

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat konsistensi 
antara penyajian laporan keuangan dan standar yang diungkapkan dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan. BAZNAS Kabupaten Merangin memperlihatkan konsistensi 
yang baik karena komponen laporan keuangan yang disajikan selaras dengan 
pernyataan penggunaan PSAK 401 dan PSAK 409 dalam CaLK. Sebaliknya, BAZNAS 
Kota Yogyakarta menunjukkan ketidakkonsistenan karena sebagian komponen 
laporan telah mengarah pada PSAK 401, tetapi CaLK masih menyatakan penggunaan 
PSAK 101. Kondisi lain terlihat pada BAZNAS Kabupaten Tegal, di mana CaLK telah 
menyebutkan penggunaan PSAK 401, namun penyajian laporan keuangan masih 
mengikuti PSAK 101. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar 
tidak hanya ditentukan oleh pernyataan formal dalam CaLK, tetapi juga oleh 
kesesuaian substansi laporan keuangan yang disajikan. 

Penerapan standar akuntansi syariah pada entitas amil zakat merupakan aspek 
penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan (Intan 
et al., 2024). Dalam perspektif akuntabilitas dan transparansi, konsistensi antara 
standar yang diungkapkan dan praktik penyajian laporan keuangan menjadi penting 
karena laporan keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban pengelolaan dana 
zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat. Perbedaan penerapan PSAK 401 yang 
ditemukan dalam penelitian ini mengindikasikan kemungkinan adanya perbedaan 
tingkat kesiapan teknis, pemahaman standar, dan pembaruan sistem pelaporan. 
Temuan ini sejalan dengan Pratama et al., (2023) dan Purnomo & Zahra (2022) yang 
menyatakan bahwa implementasi standar akuntansi memerlukan kesiapan organisasi 
dalam menyesuaikan sistem pelaporan dan pemahaman terhadap ketentuan standar 
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yang berlaku. Selain itu, Lenggono & Pasamba (2025) menemukan bahwa komitmen 
dan kompetensi pegawai berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh 
karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sosialisasi 
PSAK 401 dan PSAK 409 menjadi penting untuk mendorong penerapan standar yang 
lebih konsisten pada entitas amil zakat. 

SIMPULAN  
Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penyajian laporan 

keuangan entitas amil antara PSAK 101 dan PSAK 401, terutama pada perubahan 
komponen laporan keuangan, penggantian laporan perubahan dana menjadi laporan 
aktivitas, penghapusan laporan perubahan aset kelolaan sebagai laporan tersendiri 
yang hanya diungkapkan di CaLK, serta perubahan istilah akun dari “penerimaan 
dan penyaluran” menjadi “penghasilan dan beban” di laporan aktivitas. 

Hasil analisis terhadap laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 menunjukkan 
bahwa tingkat kesesuaian penerapan PSAK 401 pada entitas amil zakat belum 
seragam. BAZNAS Kabupaten Merangin telah menerapkan PSAK 401 secara penuh 
dan menunjukkan konsistensi antara penyajian laporan keuangan dan standar yang 
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). BAZNAS Kota 
Yogyakarta menunjukkan penerapan parsial karena masih mempertahankan 
beberapa karakteristik PSAK 101, sedangkan BAZNAS Kabupaten Tegal 
menunjukkan penerapan yang bersifat deklaratif karena telah menyatakan 
penggunaan PSAK 401 dalam CaLK, tetapi penyajian laporan keuangannya masih 
mengikuti PSAK 101. 

Temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya konsistensi antara penyajian 
laporan keuangan dan pengungkapan standar akuntansi dalam CaLK sebagai bagian 
dari akuntabilitas dan kepatuhan entitas amil terhadap standar akuntansi syariah. 
Hasil penelitian juga memberikan bukti awal bahwa proses transisi dari PSAK 101 ke 
PSAK 401 masih menghadapi tantangan implementasi pada tingkat daerah sehingga 
diperlukan dukungan teknis yang lebih memadai. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data laporan 
keuangan yang dipublikasikan secara terbuka sehingga tidak seluruh entitas amil 
dapat dianalisis. Selain itu, jumlah sampel terbatas pada tiga BAZNAS dan penelitian 
hanya menggunakan analisis dokumen tanpa wawancara, sehingga faktor-faktor 
yang memengaruhi perbedaan penerapan PSAK 401 belum dapat diidentifikasi 
secara mendalam. 

BAZNAS Pusat dan DSAS-IAI disarankan untuk menyediakan pedoman 
implementasi, template laporan keuangan, serta pelatihan teknis yang lebih intensif 
guna mendukung penerapan PSAK 401 dan PSAK 409 secara konsisten. Penelitian 
selanjutnya dapat memperluas jumlah sampel, mencakup lebih banyak entitas amil 
zakat, serta menambahkan wawancara dengan penyusun laporan keuangan atau 
auditor untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 
tantangan implementasi standar akuntansi syariah terbaru. 
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